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PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara substansi, berbagai persamaan seperti bentuk, susunan dan isi kontrak kerja
sama kedua program ini adalah identik sebagaimana kontrak kerja sama yang sering
ditemui saat ini. Perbedaan yang terlihat dari penelitian perbandingan kedua kontrak
kerja sama ini adalah dari isi dan tujuan dari masing-masing kontrak. Kredit sindikasi
perbankan menitik beratkan pada hubungan kekayaan “profif’ sedangkan pada
Program Java Reconstruction Fund adalah pada hubungan kerja sama sosial “non-
profi’. Dari segi hukum, hubungan kredit sindikasi antara debitur dan kreditur
bersifat privat karena dilakukan oleh bank-bank, baik swasta, bank negeri ataupun
campuran dari dalam dan luar negeri. Program Java Reconstruction Fund memiliki
hubungan donor dengan penerima manfaat yang dalam hal ini antar negara dalam
lingkup internasional yang menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah
Indonesia yang bersifat hukum publik.

2. Perlindungan hukum yang meminimalisir permasalahan yang mungkin timbul
dikemudian hari adalah hukum kontrak internasional dan lebih khusus adalah
peraturan dan perundangan Indonesia terkait kontrak yaitu BW. Penerapan asas itikad
baik dalam kebebasan berkontrak menjadi dasar perlindungan hukum bagi para pihak

dalam melaksanakan suatu perjanjian. Secara umum kedua buah program ini
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dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV khususnya
Pasal 33 karena keduanya menyangkut masalah perekonomian dan kesejahteraan
umum. Undang-undang yang secara khusus melindungi kedua buah program kerja
sama ini adalah Undang-undang Penanaman Modal, Undang-undang Hubungan Luar
Negeri dan Undang-undang Penyelesaian Sengketa. Secara khusus, Penyelesaian
sengketa kredit sindikasi mengacu pada kalusula dalam kontrak kredit sindikasi.
Penelitian ini mengamati kredit sindikasi yang dilakukan di Indonesia, sehingga
hukum Indonesialah yang menjadi klausula pilihan hukum jika terjadi sengketa.
Program Java Reconstruction Fund menitik beratkan pada kontrak internasional
karena melibatkan banyak negara. Program ini merupakan suatu kerjasama yang
dikelola oleh Bank Dunia, sehingga pilihan hukum dalam penyelesaian sengketanya
sesuai dengan peraturan dari Bank Dunia. Program JRF secara khusus dilindungi oleh
Undang-undang Penanggulangan Bencana dan kredit sindikasi dilindungi oleh
Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia sebagai kekuatan

berlakunya suatu sindikasi kredit.

B. Saran

1. Penelitian tentang kontrak kerja sama akan sangat baik jika dimulai dengan
mempelajari dasar-dasar pembuatan kontrak. Asas kebebasan berkontrak, norma-
norma serta landasan filosofis yang ada yang menjadi dasar suatu kontrak yang
universal dan diakui oleh masyarakat dunia hendaklah selalu dijadikan dasar pijakan

pembuatan segala jenis kontrak. Hendaklah kontrak dibuat demi tujuan keadilan,
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keseimbangan dan tujuan yang terbaik untuk para pihak. Penelitian perbandingan
kontrak kerja sama hendaknya memperhatikan detail kesepakatan melalui klausula
yang tertuang dalam suatu kontrak kerja sama. Kejelasan dalam unsur gramatikal dan
segi bahasa atau interpretasikan kata-kata yang multi tafsir hendaknya diminimalisir
supaya arti yang diinginkan menjadi jelas bagi para pihak dan kelak tidak membuat
kontrak ini bermasalah atau bahkan menjadi batal.

2. Penelitian kontrak kerja sama yang melibatkan banyak pihak kiranya
memperhatikan segala masukan dan keberatan ataupun usulan yang ada sebelum
terjadinya bahkan dalam pelaksanaannya supaya suatu kontrak kerja sama menjadi
kontrak yang adil dan seimbang bagi para pihak. Diperlukan juga perhatian khusus
terhadap pilihan sistem hukum yang akan digunakan supaya tidak ada pihak yang
merasa dirugikan, ini perlu diperhatikan terlebih bagi kontrak kerja sama yang
melibatkan banyak pihak yang memiiki latar belakang hukum yang berbeda.
Penelitian kontrak kerja sama hendaknya tidak hanya memperhatikan aspek-aspek
yang dilaksanakan dan diatur ketika suatu program kerja sama dilaksanakan tetapi
juga memperhatikan hal-hal yang mungkin terjadi sehingga tindakan pencegahan
dapat dilakukan. Kontrak kerja yang baik hendaknya juga mampu memprediksi hal-
hal yang tidak diatur dalam kontrak kerja yang mungkin muncul dan menghambat di

masa mendatang.
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